PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR: 172.1/ 4  TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP HIBAH ATAS TANAH ASET PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG KEPADA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Menimbang

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

: a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor

059/2158/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal
Hibah Tanah untuk Pembangunan Kampus UNDIP
di Kabupaten Batang, dan sesuai Pasal 70 ayat (14)
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang, telah diagendakan Rapat Kerja Panitia
Khusus untuk membahas permohonan dimaksud,;

. bahwa permohonan Bupati Batang sebagaimana dimaksud

huruf a, telah dibahas oleh Panitia Khusus Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang
hasilnya sebagaimana tertuang dalam Laporan Rapat Kerja
Panitia Khusus tanggal 2 Pebruari 2018, dan telah
dilaporkan serta disepakati dalam forum Rapat Paripurna
tanggal 27 Pebruari 2018;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang Terhadap Hibah Atas Tanah Aset
Pemerintah Kabupaten Batang Kepada Universitas
Diponegoro Semarang; ‘



Mengingat

: 1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

11,

12.

Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah ( Berita Negara Tahun 2016 Nomor
547 );

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E No. 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10);

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Menetapkan :

KESATU

Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1
Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP HIBAH ATAS TANAH ASET PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG KEPADA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG.

: Menyetujui Hibah Atas Tanah Aset Pemerintah Kabupaten

Batang yang akan dipergunakan untuk Pembangunan
Kampus Universitas Diponegoro di Kabupaten Batang,
seluas 95.000 m? (Sembilan puluh lima ribu meter persegi )
terletak di Desa Tumbreb, Kecamatan Bandar, yang tercatat
pada Hak Pakai Milik Pemerintah Kabupaten Batang
Nomor 00017, 00018 dan 00019.



Y

KEDUA : Tindak lanjut atas Pelaksanaan Persetujuan Hibah Atas
Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Batang Kepada
Universitas Diponegoro dilaksanakan oleh Bupati Batang
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Pebruari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

—_—
H. I. TEGUH RAHARJO



